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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DJ HI/Kep/HK.00.5/374/2615
TENTANG

PENETAPAN LJIN PEYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
TEOLOGI KRISTEN( SMTK) HARATI, PALANGKARAYA,

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
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bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang
pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu
komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa. dan negara:

bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) adalah Pendidikan Keagamaan
Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen
dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis. kreatif
inovatif. dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang
Penctapan  ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Harati, Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
(1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
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9. Feraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas. dan Fungsi
[ ementerian Negara serta  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
i ementerian  Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, Tentang Perubahan keempat Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010:

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioal Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar
kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana
telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015
tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan
Kristen; !

12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692); |

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
BTN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
(SMITK) HARATI, PALANGKARAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan [jin Penyelenggaraan Qekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Harati. Palangkaraya Propinsi [ alimantan Tengah.
Dengan ditetapkannya [jin Penyelenggaran Sekolah Menengah Teologi Kristen
(SMTK) Harati, Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, maka harus
memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penetapan ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Harati, Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, akan ditinjau kembali selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun scjak ditetapkan.
Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan dan sudah meluluskan 1 (satu) angkatan,
::*I‘::i:l“:Vl?;:l;iﬁh d;lf;)tlt}icn}&;}stin (iMTiK) _Harat’! Palangkaraya, Pmpmsm
e ; . gajukan akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Setiap  akhi s ATy
l’a-'i1:jl1221{3?31\\1-':1”?1‘;{:;;18?:Kabli;l':;)rll?i "11'\-/1cpl(ing§‘11' '!C(ﬂogl }\HSt?n (.S[\-}’]‘K Harati
tertulis 1'5111111“15;{ keadaan dan p;;{geﬂn:?b “{tﬂjlbkar\ membenklan laporan secara
Bimbingan Masvarakat Kristen Ker 3n°3n1?}’a kepa@g Direktorat Jenderal
e g B ! ementerian Agama RI di Jakarta.

putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabi ;
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : Jakarta
pada tanggal :  Juni 2015
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